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PUTUSAN
Nomor 4604/Pdt.G/2022/PA.Tsm

SN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK X X X X X, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di X X X X
X, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Asep Hanhan, S.H.
dan Aay Rohayati, S.H.l, Advokat/Pengacara yang berkantor di
LBH PANGLIMA TASIKMALAYA Jin. Raya Pemda No. 89
(Tenjoantanan-Bojongkoneng), Desa Sukamulya, Kecamatan
Singaparna  ,Kabupaten  Tasikmalaya, alamat emalil
Ibhpanglimatasik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar pada
Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya
Nomor 5908/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 24 November 2022,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK X X X X X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di X X X X X,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022

telah mengajukan gugatan yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi

e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan Nomor
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4604/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 24 November 2022, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, Penggugat dengan
Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya,
Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: X
X X X X, tertanggal 01 Agustus 2016, pada saat menikah usia
Penggugat berumur 19 tahun dan Tergugat berumur 30 Tahun;
Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik yang isinya
berbunyi :

1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,

2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga)
bulan lamanya,

3) Atau saya Menyakiti badan/jasmani istri saya,

4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6
(enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan
mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan
pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan
tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya,
maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan
tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan
kemudian menyerahkan kepada Badan Badan Amil Zakat
Nasional untuk keperluan ibadah Sosial;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di kediaman orang tua Penggugat di X X X X X, dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da duhkul) dan dikaruniai 1 (satu)
Orang anak;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah
berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, namun lebih kurang sejak
bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

retak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
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4. Bahwa sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dengan Tergugat berpisah
rumah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggungjawab
serta tidak memperdulikan lagi diri Penggugat, sampai saat ini telah
berjalan lebih kurang 4 (empat) Tahun lamanya;

5. Bahwa selama berpisah Penggugat berdiam dirumah orang tua
Penggugat di X X X X X, Sedangkan Tergugat berdiam dirumah
Tergugat di X X X X X;

6. Bahwa disamping itu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang
dapat dijadikan jaminan hidup Penggugat, sehingga Tergugat telah
melangar sighat taklik talak angka :

6.1. Meninggalkan lIstri sayah 2 (dua) tahun berturut turut,

6.2. Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan

lamanya,

6.4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6
(enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan
mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya
dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya
membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai
iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu
kepadanya.Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk
menerima uang iwadh itu dan kemudianmenyerahkan kepada Badan
Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah Sosial,

7. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridho lagi
bersuamikan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan
akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar melanggar
sighat Taklik dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi
Hukum Islam, sehingga berdasarkan perintah hukum/undang-undang

untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas I1A Cq. Majelis Hakim
yang memeriksa perkara a quo berkenan menerima, memeriksa dan memutus
perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan Syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya kelas IA Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara a quo berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik
mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danKuasanya
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap
sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor
4604/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 28 November 2022 dan 08 Desember 2022
yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 01 Agustus 2016
atas nama PENGGUGAT dan Erpin Ardianto Bin Nono Karno yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisayong,

Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan
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di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,
yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;
Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi
bernama:

1. SAKSI |, umur 32 tahun, agama lIslam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di X X X X X Saksi sebagai Kakak Sepupu Penggugat, dibawah
sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis kediaman orang tua Penggugat di X X X X X namun sejak
bulan Agustus 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;

— Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 4 tahun
yang lalu dengan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

— Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah untuk
keperluah sehari-hari Penggugat;

— Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan
jaminan hidup untuk Penggugat padahal Penggugat berprilaku baik dan
tidak nusyuz;

— Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI I, umur 37 tahun, agama lIslam, pekerjaan |bu Rumah Tangga,
tempat tinggal di X X X X X. Saksi sebagai Bibi Penggugat, dibawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat ;

— Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 rumah tangganya

sudah tidak harmonis;
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— Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sejak 4
tahun yang lalu tidak pernah kembali lagi ;

— Bahwa selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

— Bahwa Tergugat pun tidak meninggalkan harta benda yang dapat
dijadikan jaminan hidup Penggugat;

— Bahwa selama ditinggal Tergugat, Penggugat berprilaku baik dan tidak
nusyuz;

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi,
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan
tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui
Aplikasi e-Court sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik,
maka secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan kuasanya menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke muka sidang dan

tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa
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hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan
berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana
dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal
01 Agustus 2016, sejak bulan Agustus 2018 rumah tangga Penggugat dengan
tergugat sudah tidak harmonis lagi, kemudian Agustus 2018 Tergugat telah
pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui
lagi tempat tinggalnya, selama pergi tersebut Tergugat tidak memberikan
nafkah kepada Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap
Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR
putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi
bernama SAKSI | dan SAKSI II;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta
autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata), bermeterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus
dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan
mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus
dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang
menikah pada tanggal 01 Agustus 2016, dan tercatat pada Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa
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Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in yudicio);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata
merupakan Kakak Kandung Penggugat dan Bibi Penggugat, maka Pengadilan
berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan
kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut
sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang
dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian para saksi
dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah
menemukan fakta sebagai berikut:

— Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat ta'lik talak, oleh
karenanya Tergugat terikat oleh sighat tersebut;

— Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat tanpa alasan yang jelas

— Bahwa selama pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak
memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan
barang yang dapat dijadikan sebagai nafkah;

— Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat tetap menjaga diri sebagai isteri
yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa
Tergugat telah melanggar sighat ta’lik talak angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta’lik thalaq tersebut, Penggugat

telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama
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Tasikmalaya dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar
uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh
karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta’lik thalak harus
dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengehkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz Il halaman 359, dan
untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Loy il asa g die adydayd e 18U Gl 131

‘Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila

terwujud syaratnya”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh riburupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Hj. Kikah, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. |. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs.
H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
Penggugat dan kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. Hj. Kikah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Mariya Ulfah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya proses :Rp 60.000,00
3. Biaya PNBP pendaftaran surat kuasa :Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan :Rp 200.000,00
5. Biaya PNBP panggilan :Rp 20.000,00
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6. Biaya redaksi :Rp 10.000,00
7. Biaya meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh riburupiah)

Catatan :
— Amar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal ...............
— Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap tanggal .................
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